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                              Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Riau



                  Sekretariat JPIK Riau: Jl. Pembangunan II No 8 Labuh Baru, Pekanbar, 28291, Riau 
                                                           Telp/Fax: +62.761. 61725 ; Focal Point JPIK Riau: Zainuri Hasyim. HP: +62811-754409

SIARAN PERS

UNTUK SEGERA DISIARKAN

Cabut Sertifikat SVLK yang diperoleh APP & APRIL Group
Pekanbaru, 27 Februari 2013. Diperiksanya 14 perusahaan terkait kasus korupsi kehutanan di Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan sejumah pejabat tinggi dan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal merupakan fakta bahwa upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang.  Fakta menarik lainnya, dari 14 perusahaan tersebut terdapat beberapa perusahaan yang  memperoleh sertifikat dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)-salah satu alat/aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya perbaikan  sistem tata kelola kehutanan di Indonesia. JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) mempertanyakan sertifikat yang didapat perusahaan itu serta pihak-pihak yang mengeluarkan sertifikasi tersebut.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh Focal Point Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Provinsi Riau yang selama ini fokus dalam pemantauan SVLK, dari 14 perusahaan tersebut, ada 3 perusahaan yang mendapatkan sertifikat dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) dan 7 perusahaan yang memperoleh Sertifikat dalam Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Semua perusahaan tersebut tergabung dalam Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) dan Asia Pulp & Paper (APP) group.

Focal Point JPIK Riau, Zainuri Hasyim menyatakan sejak tahun 2010 JPIK Riau telah melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang akan melaksanakan penilaian terhadap SVLK, "Kami telah melakukan pemantauan terhadap beberapa perusahaan yang bermasalah tersebut, antara lain Sertifikasi PHPL atas PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dan PT. Arara Abadi. Dalam proses pemantauan, kami kesulitan memperoleh data dan informasi atas proses sertifikasi dan hasil atas sertifikasi tersebut.”

Zainuri menambahkan dari hasil pemantauan, terdapat  permasalahan atas kinerja perusahaan baik dari aspek prasyarat, ekologi dan sosial yang belum tuntas dan terindikasi ditutupi oleh lembaga yang melakukan penilaian dan perusahaan yang dinilai. "Indikasi atas adanya permasalahan atas kinerja perusahaan ini menguat saat KPK membuka kembali kasus ini. Oleh karena itu, terkait sertifikat SVLK yang diterima perusahaan ini harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya oleh perusahaan tetapi juga lembaga sertifikasi/penilai yang telah menerbitkan sertifikat tersebut. Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Kementerian Kehutanan juga turut bertanggung jawab atas hal ini," ujar Zainuri Hasyim.

Sementara itu Dinamisator Nasional JPIK, Abu Meridian mengungkapkan JPIK selalu mengupayakan dalam forum perumusan aturan SVLK agar akar permasalahan di sektor kehutanan yaitu proses perizinan harus termasuk dalam salah satu verifier dominan (utama) bukan menjadi verifier co-dominan (penunjang) dalam penilaian pada SVLK. “Bagaimana kita bisa berhasil dalam melakukan perbaikan tata kelola kehutanan kita, jika akar permasalahan tidak menjadi salah satu aspek yang penting untuk dinilai dalam SVLK ini,” kata Abu. 

Abu juga menambahkan, kasus yang terjadi di Riau ini memperlihatkan pada semua pihak bahwa masih terjadi praktek-praktek yang tidak sehat dalam proses perizinan di sektor kehutanan yang melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah. JPIK akan mendorong aspek perizinan menjadi bagian penting atau wajib dalam proses penilaian SVLK termasuk yang berkaitan dengan proses memperoleh izin tersebut sehingga terbitnya SVLK tidak menjadi legitimasi perusahaan atas apa yang telah mereka perbuat.  “Kita lihat apa yang terjadi di Riau dengan adanya dugaan suap (korupsi) dalam proses perizinan di sektor kehutanan adalah bukti bahwa diperolehnya sertifikat SVLK-baik sertifikat-PHPL dan sertifikat-LK-terhadap beberapa perusahaan HTI di Riau cacat secara penilaian. Sudah seharusnya kasus ini menjadi contoh untuk  perbaikan SVLK  terkait aspek perizinan, agar SVLK menjadi kredibel.”
Kontak:

Zainuri Hasyim - Focal Point JPIK Provinsi Riau 

zhasyim@gmail.com atau +62811-754409
Abu Meridian – Dinamisator Nasional JPIK

abu.meridian@gmail.com atau +62857-15766732

CATATAN EDITOR:

· Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mengacu pada Permenhut No P.38/Menhut-II/2009 diperbaharui menjadi P.68/Menhut-II/2011 dan pada 18 Desember 2012 lalu ditetapkan peraturan terbaru yaitu P.45/Menhut-II/2012. 
· Sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah serangkaian proses penilaian kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang izin pengusahaan kayu yang memuat standard, kriteria, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
· JPIK adalah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan yang telah disepakati dan dideklarasikan pada tanggal 23 September 2010 oleh 29 LSM dan Jaringan LSM dari Aceh sampai Papua. Pembentukan JPIK sebagai wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata kepemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi sistem Pernilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana tertuang-namun tidak terbatas pada-Permenhut P38/2009 jo P68/2011 dan peraturan turunannnya.
· JPIK hingga bulan Februari2013 beranggotakan 41 lembaga dan 259 individu. JPIK berperan memantau implementasi SVLK, dari proses akreditasi, penilaian/verifikasi terhadap pelaku usaha, hingga proses pelaksanaan ekspor.  Hasil pemantauan JPIK telah ada yang disampaikan baik dalam bentuk masukan untuk lembaga audit maupun berupa keluhan/complaint demi memastikan kredibilitas SVLK.
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N wakru SERTIFIKAT
PERUSAHAAN  LEMBAGAPENIAI  GROUP zn KapasITAS/LuAS LoKast
o PENILAIAN no MASA BERLAKU
1) PTMERBAU PTMUTUAGUNG |  APRIL WUPHHICHT! 5970 Kebupaten Pelalauan | Desember VLK | 06-01-20135/D
PELALAWAN LESTARI LESTARI SK569/Menhus-1/2007 Riau 212 | 003/MUTU/LK | 07012016
087
2] PTMITRAKEMBANG | PTMUTUAGUNG |  APRIL TUPRHICHTT 2500 abugaten indragin | Desember Wik 06012013
SELARAS LESTARI SK7L/Menbus1/2007 Hulu Risu 212 | 003/MUTU/K s/
085 o7-01-2015
3| FTCTRASUMBER | PTMUTUAGUNG |  APRIL TUPRHK = FTT 5360 Kebupaten Inaragini | Desember [ 05012013
SEIAHTERA LESTARI SK 68/Menhut-1/2007 Huly 212 | 003/MUTU/K s/
0s0 o7-01-2015
G| PTBUKITBETABUR | PTMUTUAGUNG | APRIL TUPRHICHTT e Kebupaten Inaragri | Desember LK 08012013
SEIINDAH LESTARI SK67/Menhut-1/2007 Hulu 212 | 003/MUTU/K s/
089 07-01-2015
5| PT SUNTARA GAJA POV AP TUPRHICHTT 572 Yota Duma T | 82630 05072012
PATI RHEINDLAND NO 73/Kpts-1/2001 120008 s/a
INDONESIA 15 Maret 2001 08.07-2015
G P RIVBA MANDAU PTTUV AFP | KEPUTUSAN BUPATISIAK 5650 b Siak November 7 7
LESTARI RHEINDLAND NOMOR :05/IUPHHK/1/2003 2012
INDONESIA
7| PTEMADUTA PT EQUALITY P SK207/Menhut1/2006 %550 Kb Incragi A 7 004/EQC 112011
LAKSANA INDONESIA Tanggal 8 Juni 2006 VLK/I/2011 s/
26112014
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